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PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH _

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 19 Tahun 2016, tanggal 28 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan en-
ergi listrik dan pencapaian target energi baru dan
energi terbarukan sesuai dengan kebijakan energi
nasional, perlu lebih mendorong pemanfaatan en-
ergi 'surya untuk pembangkitan tenaga listrik;
bahwa untuk mengembangkan pengusahaan
ketenagalistrikan yang transparan, dan berdaya
saing serta guna memperlancar pelaksanaan
pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero}, perlu mengatur kembali
mengenai tingkat komponen dalam negeri dalam
penggunaan modul fotovoltaik, mekanisme
penawaran kuota kapasitas, dan penetapan har-
ga pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Lis-
trik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu mene-
tapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik
Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero};

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2003 Nomer 70, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor
4297);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega-

9.

ra Republik Indonesia Nomor 4746);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5052);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik indone-
sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5492};
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Per-
seroan {Persero) {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1994 Nomor 34};

Peraturan Pemerintan Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Lis-
trik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 5281} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor, 14 Tahun 2012 tentang Keg-
iatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nemor 5530};

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014
tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun® 2014 Nomor
300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5609);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
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tang Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2015 Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : : . :
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTO-
VOLTAIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO).

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang se-
lanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan
usaha milik negara yang didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Per-
seroan (Persero). -

2. ‘Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik adalah
pembangkit listrik yang mengubah energi ma-
taharj menjadi listrik dengan menggunakan modul
fotovoltaik yang-langsung diinterkoneksikan ke
jaringan tenaga listrik PT PLN {Persero).

3. Badan Usaha adalah badan hukum yang berupa
badan usaha milik negara, badan usaha milik daa-
rah, badan usaha swasta yang berbadan hukum
Indonesia, atau koperasi yang berusaha di bidang
penyediaan tenaga listrik.

4. Tingkat Kompanen Dalam Negeri yang selanjut-
nya disingkat TKDN adalah besaran komponen
dalam negeri yang merupakan gabungan barang
dan jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa
pada setiap pembangunan PLTS Fotovoltaik.

5. Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik yang selan-
jutnya disebut Kugta Kapasitas adalah jumlah

_PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

10.

11.

12.

13.

maksimum kapasitas PLTS Fotovoltaik yang dita-
warkan kepada Badan Usaha dalam suatu periode
untuk harga pembelian tenaga listrik yang diten-
tukan. '
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjut-
nya disebut PUBL adalah perjanjian jual beli tena-
ga listrik antara Pengembang PLTS Fotovoltaik
dengan PT PLN (Persero).

Pengembang PLTS Fotovoltaik adalah Badan
Usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui
Dirjen EBTKE untuk bekerja sama dengan PT PLN
{Persero} melalui penandatanganan PUBL.
Commercial Operation Date yang selanjutnya dis-
ingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya
PLTS Fotovoltaik untuk menyalurkan tenaga lis-
trik secara komersial ke jaringan tenaga listrik PT
PLN {Persero}. '
Permohonan Kapasitas adalah permohonan men-
genai besaran kapasitas yang diajukan oleh calon
Pengembang PLTS Fotovoltaik terhadap Kuota
Kapasitas yang ditawarkan.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selan-
jutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melaku-
kan usaha penyediaan tenaga listrik untuk ke-
pentingan umum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sum-
ber daya mineral.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dir-
jen EBTKE adalah direktur jenderal yang melak-
sanakan tugas dan bertanggung jawab atas pe-
rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

-pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ke-

giatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru
dan terbarukan, dan konservasi energi.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selan-
jutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah
direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab atas perumusan dan pelak-
sanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusa-
haan, keteknikan, keselamatan kerja, dan ling-
kungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB Il
PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PLTS FOTOVOLTAIK KEPADA
PT PLN (PERSEROQ)
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Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugas-

kan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik
dari PLTS Fotovoltaik yang dikelola Badan Usaha

yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTS |

Fotovoltaik,

(2) Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku sebagai:

a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga
listrik oleh PT PLN {Persero); dan

b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik
oleh PT PLN {Perserc).

(3) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PT PLN (Persero} dapat diberikan |
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan '

perundang-undangan.

BAB llI

KETENTUAN PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU

JASA DALAM NEGERI DALAM PEMBANGUNAN
PLTS FOTOVOLTAIK DAN STANDAR
PLTS FOTOVOLTAIK
Pasal 3

(1) Pembangunan PLTS fotovoltaik mengutamakan

penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri.

(2) Penggunaan barang dan/atau jasa dalam neg-

eri untuk pembangunan PLTS Fotovoltaik seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
standar minimal TKDN sistem PLTS Fotovoltaik

sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang '

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang perindustrian.

Pasal 4

(1) Komponen yang digunakan dalam sistem PLTS

Fotovoltaik barus memenuhi standar internasion-
al atau standar nasiona! Indonesia.

(2) Konstruksi PLTS Fotovoltaik harus memenuhi

standar internasional, standar nasional Indonesia
atau standar yang berlaku di PT PLN (Persero}.

BAB |V

HARGA PEMEELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTS

FOTOVOLTAIK DAN KUOTA KAPASITAS
_Pasal b

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovol-

taik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) ditetapkan dengan memperhatikan Kuota

(2)

(3)

(4)

{1

(2)

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH ¥

Kapasitas per wilayah.

Kuota Kapasitas per wilayah sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) ditetapkan oleh Menteri ber-
dasarkan sistem jaringan tenaga listrik PT PLN
(Persero) dengan total Kuota Kapasitas paling
sedikit sebesar 5.000 MW {lima ribu megawatt)
yang akan ditawarkan secara bertahap dengan
harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovol-
taik pada setiap tahap dapat berbeda.
Penawaran Kuota Kapasitas dan harga pem- '
belian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik seb-
agaimana .dimaksud pada ayat (2) untuk tahap
pertama ditetapkan dengan jumlah dan besaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Per-
aturan Menteri ini.

Penawaran Kuota Kapasitas dan harga pembelian
tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) untuk tahap selanjutnya
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovol-

taik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meru-

pakan:

a. harga yang sudah- termasuk seluruh biaya
pengadaan jaringan penyambungan dari PLTS
Fotovoltaik ke jaringan tenaga listrik PT PLN
{Persero);

b. harga yang dipergunakan dalam PUBL tanpa |

" negosiasi harga dan tanpa eskalasi; dan

c. harga yang berlaku pada saat PLTS Fotovol-
taik dinyatakan telah mencapai COD sesuai
dengan jadwal yang disepakati dalam PUBL.

Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik
dari PLTS Fotovoltaik antara PT PLN (Persero)
dan Pengembang PLTS Fotovoltaik dilakukan
dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tu-
kar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate {JISDOR)
pada waktu yang diseupakati dalam PUBL.

Pasal 7
PUBL berlaku untuk jangka waktu 20 (dua pu-

luh) tahun dimulai sejak COD dan dapat diperpanjang.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DAR! PLTS FOTOVOLTAIK
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(1)

(2)

(1)

(2)

{1)

{2)

Pasal 8

Badan Usaha yang berminat memanfaatkan ener-

gi surya untuk PLTS Fotovoltaik, terlebih dahulu

ditetapkan sebagai Pengembang PLTS Fotovol-

taik oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE.

Penetapan Pengembang PLTS Fotovoltaik ‘seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan

secara online dengan' tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman pendaftaran;

b. pendaftaran Badan Usaha sebagai
Pengembang PLTS Fotovoltaik;

c. verifikasi terhadap dokumen Badan Usaha
vang mendaftar sebagai calon Pengembang
"PLTS Fotovoltaik; .

d. pengumuman dan pemberitahuan sebagai
calon Pengembang PLTS Fotovoltaik yang
berhak mengajukan permohonan;

e. penawaran Kuota - Kapasitas kepada calon
Pengembang PLTS Fotovoltaik;

f. Permohonan Kapasitas; verifikasi Permohonan
Kapasitas; dan L \

h. penetapan dan pengumuman Pengembang
PLTS Fotovoltaik untuk setiap wilayah.

calon

Pasal 9
Dalam rangka pengumuman pendaftaran seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf
a, Menteri melalui Dirjen EBTKE mempublikasikan
rencana pendaftaran c'alon Pengembang PLTS

Fotovoitaik di halaman situs Direktorat Jenderal

Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
dan/atau harian surat kabar nasional paling lam-
bat 1 {satu) bulan sebelum pengumuman pendaf-
taran calon Pengembang PLTS Fotovoltaik.
Pengumuman pendaftaran calon Pengembang
PLTS Fotovoltaik oleh Menteri melalui Dirjen
EBTKE sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan secara online. -

Pasal 10
Pendaftaran Badan Usaha sebagai calon Pengem-
bang PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan
dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
Badan Usaha yang mendaftar sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), harus melengkapi doku-
men persyaratan sebagai berikut:
a. profil Badan Usaha; dan

(3)

(4)

(1

(2)

(3

(1)

(2)

(3)

(4)

b. kemampuan keuangan yang telah disertifika-
si oleh lembaga pemeringkat keuangan atau
lembaga auditor keuangan.

Profil Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a memuat:

a. Akta Pendirian atau Akta Perubahan Perusa-
haan;

b. Nomor Pokok Waijib Pajak,

c. Tanda Daftar Perusahaan; dan

d. lzin Prinsip Penanaman Modal.

Profil Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf a dapat ditambahkan dengan bukti
pengalaman pembangunan PLTS Fotovoltaik bagi
Badan Usaha yang telah memiliki pengalaman.

‘ Pasal 11
Menteri melalui Dirjen EBTKE melakukan verifika-
‘si terhadap dokumen Badan Usaha yang mendaf-
tar sebagai calon Pengembang PLTS Fotovoltaik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf c.
Verifikasi terhadap dokumen Badan'Usaha se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) hari
kerja sejak tanggal pendaftaran.
Menteri melalui Dirjen EBTKE memberitahu-
kan persetujuan atau penolakan sebagai calon
Pengembang PLTS Fotovoltaik secara online ke-
pada Badan Usaha yang telah terverifikasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12
Menteri melalui Dirjen EBTKE mengumumkan
daftar calon Pengembang PLTS Fotovoltaik yang
berhak mengajukan permohonan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d secara
online.
Untuk setiap calon Pengembang PLTS Fotovol-

- taik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

menerima pemberitahuan secara online berikut
kode akses (username) dan kata kunci (password)
yang berlaku sebagai identitas calon Pengembang
PLTS Fotavoltaik. ;

Daftar calon Pengembang PLTS Fotovoltaik ber-
laku untuk semua wilayah dan tahapan penawaran
Kuota Kapasitas.

Pendaftaran Badan Usaha yang baru sebégai

calon Pengembang PLTS Fotovoltaik dibuka un--
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{1

{2)

{3

(4)

(5)

[ (6)

(1)

tuk setiap tahap penawaran Kuota Kapasitas beri-
kutnya.

Pasal 13

Dalam rangka penawaran Kuota Kapasitas ke-

pada calon Pengembang PLTS Fotovoltaik™ seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf

e, Menteri melalui Dirjen EBTKE mempublikasi-

kan rencana penawaran Kuota Kapasitas kepada

calon Pengembang PLTS Fotovoltaik di halaman
situs Direktorat Jenderal Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi dan/atau harian surat kabar

nasional paling lambat 4 (empat) bulan sebelum

pengumuman penawaran Kuota Kapasitas.

Penawaran Kuota Kapasitas kepada calon

Pengembang PLTS Fotovoltaik sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) dilakukan secara online.

Penawaran Kuota Kapasitas sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) berlaku untuk jangka waktu

paling lama 2 (dua) bulan sejak diumumkan.

Penawaran Kuota Kapasitas tahap berikutnya

dapat dilakukan apabila:

a. Kuota Kapasitas yang sedang ditawarkan
teldh mencapai paling sedikit 80% (delapan
puluh persen) dan telah ada Badan Usaha
vang ditetapkan sebagai Pengembang PLTS
Fotovoltaik; dan/atau

b. masa penawaran Kuota Kapasitas sebagaima-

na dimaksud pada ayat (3) telah mencapai 2

{dua) bulan.

Apabila Kuota Kapasitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak habis dalam waktu 2 (dua)
bulan maka sisa Kuota Kapasitas akan menjadi
bagian dari penawaran Kuota Kapasitas pada ta-
hap berikutnya. '

Harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Foto-
voltaik untuk sisa Kuota Kapasitas sebagaimana
dimaksud pada avat (5), mengikuti harga pem-
belian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik pada
tahap penawaran Kuota Kapasitas berikutnya.

Pasal 14
Permohonan Kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diajukan oleh calon
Pengembang PL'!'S Fotovoltaik secara online.
Calon Pengembang PLTS Fotovoltaik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi per-
syaratan sebagai berikut:

(3)

4)

(1)

(2)

(3

(4)

{5)

a. rekapitulasi perhitungan sendiri TKDN untuk
keseluruhan sistem PLTS Fotovoltaik;

b. bukti sertifikat uji modul surya fotovoltaik dan
inverter: '

¢.. studi kelayakan (feasibility study); dan

d. studi penyambungan (interconnection study).

Dokumen studi kelayakan (feasibility study) seb-

agaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ disusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum

pada Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen studi ' penyambungan (interconnec-
tion study) sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf d disusun sesuai dengan ketentuan paling
sedikit memuat hal-hal sebagaimana tercantum |
pada Lampiran il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Untuk penawaran Kuota Kapasitas per wilayah di
atas 100 MW (seratus megawatt} maka setiap
Permohonan Kapasitas oleh calon Pengembang
PLTS Fotovoltaik dibatasi paling banyak 20 MW
(dua puluh megawatt).
Untuk penawaran Kuota Kapasitas per wilayah
antara 10 MW (sepuluh megawatt) sampai den-
gan 100 MW (seratus megawatt) maka setiap
Permohonan Kapasitas oleh calon Pengembang
PLTS fotovoltaik dibatasi paling banyak 20%
{dua puluh persen) dari Kuota Kapasitas yang di-
tawarkan.
Untuk penawaran Kuota Kapasitas per wilayah
sampai dengan kapasitas 10 MW (sepuluh mega-
watt} maka Permohonan Kapasitas oleh calon
Pengembang PLTS Fotovoltaik tidak dibatasi.
Terhadap Permohonan Kapasitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3),
calon Pengembang PLTS Fotovoltaik dapat mem-
peroleh persetujuan Kuota Kapasitas paling bhan-
yak 3 (tiga) kali dalam wilayah yang sama untuk
setiap tahap penawaran Kuota Kapasitas.
Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Kuota
Kapasitas masih tersedia, maka calon Pengem-
bang PLTS Fotovoltaik yang telah memperoleh
persetujuan Kuota Kapasitas sebanyak 3 (tiga)
kali dalam wilayah yang sama Sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) dapat mengajukan Permo-
honan Kapasitas kembali.
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(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

{6)

{7)

{1}

(2)

(3)

PENGUMUMAN/PERATLIRAN PEMERINTAH

Pasal 16
Menteri membentuk Tim Terpadu untuk melaku-
kan verifikasi terhadap Permohonan Kapasitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf g.
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal En-
ergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Di-
rektorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN
{Persero). '
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara first come first served.
Tim Terpadu menyampaikan hasil verifikasi ke-
pada Menteri melalui Dirjen EBTKE secara online.
Menteri melalui Dirjen EBTKE memberikan per-
setujuan atau penclakan.terhadap Permohonan
Kapasitas yang disampaikan secara online kepada
calon Pengembang PLTS Fotovoltaik dalam jeng-
ka waktu paling lama 2 (dua) bufan sejak tang-
gal pengajuan permohonan yang tercatat dalam
sistem aplikasi online. )
Dalam hal Permohonan Kapasitas disetujui, per-
setujuan Permohonan Kapasitas yang ditetapkan
oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE merupakan
penetapan sebagai Pengembang PLTS Fotovol-
taik yang disampaikan melalui sistem aplikasi on-
Jline.
Dalam hal Permohonan Kapasitas ditolak, Menteri
melalui Dirjen EBTKE menyampaikan penolakan
tersebut disertai alasan penolakannya melalui
sistem aplikasi online.

3 Pasal 17
PT PLN (Persero} dan Pengembang PLTS Foto-
voltaik wajib menandatangani PUBL dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu} bulan setelah peneta-
pan sebagai Pengembang PLTS Fotovoltaik seb-
agaimana dimaksud. dalam Pasal 16 ayat (6).
Pengembang PLTS Fotovoltaik wajib menyampai-
kan salinan PUBL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
Dalam hal PUBL belum ditandatangani oleh PT
PLN (Persero) dan Pengembang PLTS Fotovoltaik
dalam jangka waktu 1 (satu)} bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka:
‘a. PT PLN (Persero} dan Pengembang PLTS Fo-

tovoltaik masing-masing menyampaikan lapo-

ran perihal alasan belum ditandatanganinya

PUBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE

" dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh)

hari kerja sejak batas waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} tidak terpenuhi;

b. berdasarkan laparan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Menteri melalui Dirjen EBTKE
memfasilitasi penandatanganan PUBL.

Pasal 18

{1) PT PLN (Persero} menyediakan model PUBL dari
PLTS Fotovoltaik dan menyampaikan model di-
maksud kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE
paling fambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Per-
aturan Menteri ini diundangkan.

Pengembang PLTS Fotovoltaik dapat meminta
model PUBL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada PT PLN (Persero) secara tertulis den-
gan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

{2)

Pasal 19

Pengembang PLTS Fotovoltaik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) wajib menyam-
paikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangu-
nan PLTS Fotovoltaik kepada Menteri melalui Dirjen
EBTKE setiap 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
penandatanganan PUBL sampai dengan COD dengan
tembusan Kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direksi
PT PLN (Persero) melalui sistemn aplikasi online.

Pasal 20

(1) Pengembang PLTS Fotovoltaik wajib mencapai
pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk
kebutuhan pembaﬁgunan fisik PLTS Fotovoltaik
dan menyampaikan buktinya kepada Menteri me-
lalui Dirjen EBTKE melalui sistem aplikasi online
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
sejak ditandatanganinya PUBL.

Dalam hal setelah jangka waktu 6 (enam) bu-
lan sejak ditandatanganinya PUBL, Pengembang
PLTS Fotovoltaik tidak dapat mencapat pemenu-
han pembiayaan (financial close), maka peneta-
pan sebagai Pengembang PLTS Fotovoltaik di-
cabut.

(2)

Pasal 21 :
Pengembang PLTS Fotovoltaik yang telah menan-
datangani PUBL dan telah melakukan pemenuhan
pembiayaan {(financial close) wajib mengajukan

(M
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(2)

{1}

(2)

(3)

(4)

(5)
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permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah mendapatkan |UPTL sebagaimana

dimaksud pada ayat {1), Pengembang PLTS Fo- |

tovoltaik harus menyampaikan salinan I[UPTL ke-
pada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero)
secara online.

Pasal 22
Pengembang PLTS Fotovoltaik wajib menyam-
paikan hasil verifikasi terhadap hasil perhitungan
sendiri besaran TKDN dari PLTS Fotovoltaik ke-
pada Dirjen EBTKE dengan tembusan kepada PT
PLN (Persero) paling cepat 30 (tiga puluh) hari
sebelum mencapai COD.
Verifikasi terhadap hasil perhitungan sendiri be-
saran TKDN dari PLTS Fotovaltaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan cieh verifi-
kator resmi yang ditunjuk oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang perindustrian.
Dalam hal hasil verifikasi TKDN oleh verlflkator
resmi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan dj bidang perindustrian, maka Pengembang
PLTS Fotovoltaik wajib mengganti barang dan/
atau jasa agar mencapai persentase minimum
TKDN yang ditetapkan dalam jangka waktu pal-
ing lambat 60 (enam puluh} hari.

Dalam hal Pengembang PLTS Fotovoltaik tidak |

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka akan dikenakan sanksi penu-
runan harga pembelian tenaga listrik sebesar
selisih antara persentase TKDN hasil verifikasi
dengan persentase TKDN yang dipersyaratkan
sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang perindustrian.
Selisih kurang antara persentase TKDN yang di-
persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dengan persentase TKDN hasil verifikasi akan
menjadi dasar perhitungan pengurangan harga
pembelian tenaga listrik yang tercantum dalam
PUBL dengan formula:

= (a - b)/a, dengan ketentuan besaran ¢ < 1
atau 100%
d =dx(1-c)
keterangan:

(6)

(7)

(1

{2)

(3)

(4)

persentase TKDN minimal menurut per-

aturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perindus- |
trian

persentase TKDN hasil verifikasi oleh ver-

ifikator resmi yang ditunjuk oleh kemen-

terian yang menyeleriggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian
persentase sanksi penurunan harga pem- |
belian tenaga listrik

d = harga pembelian tenaga listrik

d’° = harga pembelian tenaga listrik terkoreksi

Penurunan harga pembelian tenaga listrik akibat

selisih kurang antara persentase TKDN hasil veri-

fikasi dengan persentase TKDN yang dipersyarat-
kan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditu-
angkan dalam PUBL.

Menteri melalui Dirjen EBTKE melakukan pembl-

naan dan pengawasan TKDN sesuai dengan ke-

wenangannya. |

Pasal 23

Pelaksanaan pembangunan PLTS oleh Pengem-

bang PLTS Fotovoltaik wajib mencapai COD pal-

ing lambat dalam jangka waktu 12 {dua belas)
bulan untuk kapasitas sampai dengan 10 MW

(sepuluh megawatt) dan 24 {(dua puluh empat)

bulan untuk kapasitas di atas 10 MW (sepuluh

megawatt), sejak IUPTL diterbitkan.

Pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik

vang tidak mencapai, COD sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1), dikenakan penurunan harga
pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan
dikenakan penurunan harga sebesar 3% (tiga
persen); -

b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga} bulan sampai
dengan 6 {enam) bulan dikenakan penurunan
harga sebesar 5% (lima persen);

c. keterlambatan lebih dari 6 {(enam) bulan sam-

pai dengan 12 {dua belas) bulan dikenakan
penurunan harga sebegar 8% (delapan pers-
en). :
Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana di-
maksud pada ayat {2) di luar ketentuan penurunan
harga yang telah memperhitungkan pemenuhan

- persyaratan TKDON sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (4}.
Dalam hal Pengembang PLTS Fotovoltaik dikena-
kan sanksi penurunan harga sebagaimana dimak-
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sud dalam Pasal 22 ayat (4}, maka penurunan
harga pembelian tenaga listrik dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
setelah memperhitungkan sanksi penurunan har-
ga akibat tidak terpenuhinya kewajihan TKDN se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

{5} Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi akibat
keterlambatan COD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) akan dituangkan dalam PUBL.

{6) Dalam hal COD tidak tercapai dalam jangka wak-
tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat
{2), maka penetapan sebagai Pengembang PLTS
Fotovaltaik dicabut.

Pasal 24
Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagai
_Pengembang PLTS Fotovoltaik dicabut sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (6)
maka kepada Badan Usaha tersebut dikenakan larangan
untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pencabutan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pe-
menang pelelangan Kuota Kapasitas PLTS Foto-
voltaik berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2013
teptang Pembelian Tenaga Listrik oléh PT Peru-
sahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik wajib menan-
datangani PUBL paling lama 3 (tiga) bulan sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan:

[ (2) Apébila Badan Usaha yang telah ditetapkan seb-
agai pemenang peielangan kuota kapasitas PLTS
Fotovoitaik berdasarkan Peraturan Menteri En-
ergi dan Sumber Daya Minerai Nomor 17 Tahun
2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT
Perusahaan Listrik Negara {Persero) dari Pem-
bangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik tidak
menandatangani PUBL dalam waktu 3 (tiga) bu-
lan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, maka
penetapan sebagai pemenang pelelangan Kuota
Kapasitas PLTS Fotovoltaik dicabut.

{3) Dengan- pencabutan penetapan sebagai pe-
menang pelelangan Kuota Kapasitas PLTS fo-
tovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
maka surat penugasan pembelian tenaga listrik
PLTS Fotovoltaik kepada PT PLN (Persero) yang
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diterbitkan oleh Menteri sebelum Peraturan Men-
teri ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.

) Pasal 26 .

Badan Usaha yang melakukan jual beli tena-
ga listrik dari PLTS Fotovoitaik melalui proses busi-
ness to business dengan PT PLN (Persero} dan be-
lum menandatangani PUBL, maka Badan Usaha dapat
melanjutkan proses pengadaan dan penandatanganan
PUBL dengan PT PLN (Persero).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tena-

ga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |

dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
1td.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1013
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